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I. PENDAHULUAN
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- DASAR

- KEDUDUKAN

- TUGAS DAN FUNGSI



Memfasilitasi percepatan

pelaksanaan restorasi

gambut dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat

pada areal restorasi

Gambut di 7 (tujuh) 

provinsi.

Melaksanakan percepatan

rehabilitasi mangrove di 9 

(sembilan) provinsi sampai

dengan tahun 2024.

Pelaksanaan

restorasi gambut

Perencanaan, 

pengendalian, dan 

evaluasi restorasi

gambut

Konstruksi, operasi, 

dan pemeliharaan

infrastruktur

pembasahan

gambut dan 

kelengkapannya

Penguatan

kelembagaan

masyarakat dalam

rangka restorasi

gambut.

Sosialisasi dan edukasi

restorasi gambut.

Perbaikan penghidupan

masyarakat di lahan

gambut

Percepatan rehabilitasi

mangrove, di dalam dan 

di luar kawasan hutan, 

pada 9 provinsi

Dukungan administrasi

Pelaksanaan fungsi lain 

yang diberikan Presiden.
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KALBAR

RIAU

PAPUA
JAMBI

SUMSEL

KALTENG

KALSEL
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2. MANGROVE
- Definisi
- Tipologi
- Jasa ekosistem mangrove (perikanan dan 

perlindungan pintail)
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Pengertian Ekosistem Mangrove

• Ekosistem mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna
dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai
terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau
lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
(Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2012)

• Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang
mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
(Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021)

• Luas Mangrove Indonesia adalah 3.364.080. (terluas)
• Proyeksi deforestasi 2021-2030 seluas 299.258 ha.
• Deforestasi menjadi tambak paling banyak terjadi di

lahan APL (393.623 ha/62%), sedangkan di kawasan
hutan seluas 238.179 ha (38%).

• Ancaman: infrastuktur, tambak, reklamasi, kelapa
sawit, pencemaran, abrasi, akresi dan perubahan iklim.
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TIPOLOGI EKOSISTEM MANGROVE

Tipe Geomorfology

• Delta

• Kepulauan

• Lagoon

• estuari

Tipe Ekology

• Basin

• Fringe

• Riverine



Jasa 
Ekosistem
Mangrove

Perikanan | Lebih dari 3.000 spesies ikan ditemukan pada ekosistem mangrove. 

Penyaring Air  | 2  s.d. 5 hektare luas mangrove dapat mengolah limbah tambak
seluas 1 hektare. 

Pengatur Iklim | Potensi penyimpanan karbon di mangrove 3-5 kali lebih tinggi
dibandingkan hutan tropis daratan.

Sumber Mata Pencaharian | Setidaknya 120 juta orang hidup dekat dengan
mangrove dan bersumber penghidupan dari mangrove.

Pemanfataan Kayu |  Kayu mangrove memiliki densitas yang bernilai sebagai
bahan baku dan bahan bakar.

Perlindungan Pantai |  Hutan mangrove 5 kali lebih hemat biaya daripada
Infrastruktur beton untuk pelindung pantai.

Nilai Ekonomi |  Nilai ekonomi total yang disediakan mangrove Indonesia dari jasa
ekosistemnya diperkirakan sebesar USD 1.5 Milyar/tahun (World Bank, 2022).

Eco-tourism |  lebih dari 2.000  macam jenis atraksi secara global seperti boat 
tours, boardwalks, kayak, memancing , edu-ecotourisme, dll. 
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Jasa Ekosistem Mangrove: Perikanan

1.

3.

2.

4.

Hasil tangkapan pada Kawasan 
perairan dengan kondisi sedang: 

Rp3.800.000,00/ha/tahun

Hasil karamba: Rp630.000,00/tahun/m2

Hasil Sementara
Kajian Valuasi Ekonomi 
Rehabilitasi Mangrove 
oleh FKT UGM
di Batu Ampar, 
Mempawah, Kalbar

• Lebih dari 3.000 spesies ikan ditemukan di ekosistem mangrove.

• Mangrove diketahui sebagai tempat pemijahan berbagai satwa ikan.

• Untuk keperluan pasar, saat ini lebih memilih hasil ikan yang berasal
dari habitat mangrove (untuk ekspor) karena lebih marketable.

Hasil tangkapan pada 
Kawasan perairan

dengan kondisi
mangrove jarang:

Rp900.000,00/ha/tahun

Hasil tangkapan pada Kawasan perairan dengan 
kondisi mangrove tinggi: Rp490.000,00/ha/tahun

• Ekosistem mangrove juga merupakan tempat hidup
anakan ikan pyrus yang dibudidaya pada lingkungan
ekosistem mangrove dengan menggunakan keramba
untuk diambil organ gelembung
insang dengan harga:
Rp1,3 juta/10 gram atau senilai
Rp630.000,00/m2/tahun.
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Jasa Ekosistem Mangrove: Perlindungan Pantai

Analisis Abrasi
Tanpa Mangrove

Analisis Abrasi
dengan Mangrove

• Pada Periode 2017 –2022 
dalam luasan ±5.277 ha, 
Kawasan tanpa
mangrove mengalami
abrasi seluas 115 ha atau
23 ha/tahun.

• Setiap 1 ha kawasan
tanpa mangrove 
mengalami abrasi seluas
43 m2/tahun.

• Pada Periode 2017 –2022 dalam
luasan ±2759 ha, Kawasan 
dengan mangrove mengalami
abrasi seluas 40 ha atau 8 
ha/tahun.

• Setiap hektar kawasan dengan
mangrove mengalami abrasi
seluas 28,9 m2.

• Setiap hektar mangrove mampu
mencegah abrasi seluas 14,1 
m2/tahun.

Hasil Sementara
Kajian Valuasi Ekonomi 

Rehabilitasi Mangrove 
oleh FKT UGM

di Batu Ampar, 
Mempawah, Kalbar

• Dengan pendekatan nilai produktivitas tambak sebesar Rp357.000,00/m2/tahun, nilai ekonomi
mangrove untuk pencegahan abrasi adalah sebesar Rp5.033.700,00/ha/tahun.

• Selain menahan abrasi, mangrove juga berperan penting dalam menahan intrusi air laut, yang 
sangat erat kaitannya dengan persediaan air bersih. 
Contoh di Pantura Jawa: rata-rata intrusi air laut mencapai 300 m/tahun. Jika terdapat
ekosistem mangrove, laju intrusi air laut terhambat menjadi 100 m/tahun. 
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Perbandingan Rerata Hasil Tangkapan Nelayan Pada Kelas
Kerapatan Mangrove
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No Desa/Provinsi

Rerata Hasil Tangkapan Nelayan pada

Kelas Kerapatan Mangrove 

(ton/tahun)

Rapat Sedang Jarang

1 Batu Ampar (Kalimantan Barat) 3.60 1.36 0.79

2 Pantai Lango (Kalimantan Timur) 4.53 Na 2.72

3 Riding Panjang (Bangka Belitung) 1.70 0.50 0.87

4 Kurau Barat(Bangka Belitung) 3.72 na 2.74

5 Pasar Rawa (Sumatera Utara) 3.86 2.40 1.86

6 Lubuk Kertang (Sumatera Utara) 2.62 1.69 0.95



Mangrove: Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Jasa ekosistem mangrove dalam adaptasi perubahan iklim:

Mengatasi kenaikan
permukaan air lautPembentukan

tanah

Kemampuan
menangkap sedimen

Melindungi manusia dari
badai tropis yang kuat
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3. MANGROVE
a. Penyebab kerusakan

b. Sejarah

c. Roadmap

d. Data PMN

- PMN Indonesia

- PMN Kaltim

- PMN Kabupaten sekitar IKN
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Motivasi Ekonomi Memicu Perubahan Fungsi Penggunaan
Lahan

Eksploitasi Hasil Hutan Mangrove yang Berlebihan Konversi Mangrove Menjadi Lahan Pertanian

Konversi Mangrove Menjadi Tambak Konversi Mangrove Menjadi Kebun Sawit
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• Pemanfaatan areal atau

Kawasan mangrove untuk

kepentingan pembangunan

wilayah

• Pemanfaatan mangrove 

untuk kawasan pemukiman

baru

• Pemanfaatan area mangrove 

untuk budidaya tambak ikan 

dan udang

• Kerusakan mangrove karena

over-cutting

• Kerusakan mangrove karena

illegal logging

• Kerusakan mangrove sebab

alamiah

Permasalahan Kerusakan

Mangrove



Fase Kerusakan Mangrove 

Indonesia



Rantai Sebab-Akibat kerusakan Mangrove: 
Analisis DPSIR
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Roadmap Rehabilitasi Mangrove Nasional 
2021-2030

• Koordinasi dan 

sinkronisasi kebijakan dan 

program antar K/L

• Penguatan basis data

• Penguatan kelembagaan

• Pemberdayaan masyarakat

Pemulihan, 

peningkatan, dan 

mempertahankan

ekosistem mangrove

• Pengarusutamaan

rehabilitasi mangrove ke

dalam kebijakan pusat dan 

daerah, dan pengelolaan

usaha/kegiatan

• Penguatan sistem

silvikultur dan penyediaan

bibit

Pemenuhan

Kondisi

Pemungkin

Implementasi

Aksi

Keberlanjutan

Tujuan: Memberikan garis besar arah pengelolaan mangrove sebagai 
acuan bagi para pihak untuk menyusun rencana aksi sesuai tugas dan 
kewenangan masing-masing
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Fase dalam Roadmap 

Rehabilitasi Mangrove

Percepatan 

Rehabilitasi 

Mangrove

Pengarusutamaan

Mangrove dalam 

Pengelolaan 

Hutan dan Lahan

Pengelolaan 

Mangrove Lestari 

Mangrove 

Net Sink

2021-2024

2025-2027

2028-2030

2030

01

02

03

04

1. Fase PRM periode 2021-2024, indikator utama pada

akhir periode adalah tercapainya rehabilitasi

mangrove seluas 600.000 hektar yang diperhitungkan

dari jumlah luas seluruh landskap yang telah

dilakukan intervensi.

2. Fase pengarusutamaan pengelolaan mangrove

periode 2025-2027, indikator utama pada akhir

periode adalah teritegrasinya pengelolaan mangrove

dalam rencana pembangunan, rencana kegiatan dan

usaha, dan terbangunnya unit-unit manajemen

mangrove pada lokasi-lokasi tertentu.

3. Fase pengelolaan mangrove lestari periode 2028-

2030, indikator utama pada akhir periode adalah

terbangunnya sistem pengelolaan mangrove lestari

yang dipedomani oleh setiap unit manajemen dan

menjadi dasar dalam pengawasan yang dilakukan

oleh pemerintah.

4. Fase Akhir, indikator utama dari fase ini adalah

meningkatnya daya dukung, produktivitas dan peran

ekosistem mangrove dalam menjaga sistem

penyangga kehidupan





Prinsip Dasar Pelaksanaan Rehabilitasi Mangrove

1. Rehabilitasi Mangrove sebagai Bagian 

dari Upaya Menyejahterakan Masyarakat

3. Kolaborasi dengan Berbagai Stakeholder 

di Sekitar Mangrove untuk Keberlanjutan

Mangrove dapat dimanfaatkan oleh masyarakat

sekitar sebagai sumber penghidupan, baik

dimanfaatkan secara langsung dengan diambil

dan diolah buahnya, maupun melalui kegiatan

ekowisata.

2. Pengelolaan Mangrove sebagai Bagian 

dari Mitigasi Perubahan Iklim

Untuk mencapai keberlanjutan dalam

pengelolaan mangrove, perlu dilakukan

kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam

upaya rehabilitasi mangrove, khususnya dalam

penguatan kelembagaan masyarakat.

Mangrove dapat menyimpan karbon hingga 3-5

kali lebih besar daripada tanah mineral biasa.

Dengan karakteristik ini, mangrove menjadi salah

satu ekosistem penting dalam menyimpan atau

mengurangi karbon sehingga langkah rehabilitasi

mangrove tidak dapat terlepas dari upaya

nasional dalam mitigasi perubahan iklim.

Rehabilitasi mangrove dapat didorong untuk

menggunakan berbagai skema pembiayaan,

diantaranya termasuk mengakses pembiayaan

untuk mitigasi perubahan iklim.

4. Menggunakan Berbagai Sumber

Pembiayaan



Implementasi Strategi Percepatan Rehabilitasi Mangrove

• Reviu Peta Mangrove 

Nasional 

• Peta Indikatif RHL Mangrove 

tahun tertentu

• Penyusunan Roadmap 

Rehabilitasi Mangrove

• Inventarisasi program, 

projek dan kegiatan yang 

terkait rehabilitasi mangrove 

oleh KLHK, KKP dan K/L 

lainnya, PEMDA, NGO/CSO 

dan CSR.

• Pemetaan Sosial dan 

penguatan kelembagaan

• Sosialisasi dan edukasi

• Koordinasi Pemerintah

Pusat dan Daerah

• Sekolah lapang

PRAKONDISI PERENCANAAN PELAKSANAAN MONEV DAN 

BIMTEK

• Padiatapa

(persetujuan atas dasar informasi

di awal tanpa paksaan)

• Penyusunan Rantek

Partisipatif

• Desain rencana

penyediaan bibit

• Rencana pemberdayaan

masyarakat dan 

kelembagaan tingkat

desa/kelompok

masyarakat

Catatan: 
pengumpulan infografis

terkait ekosistem mangrove 

(hidrooceanografi, historical 

ecosystem, kearifan local, 

karakteristik landsystem) per 

Wilayah

• Persiapan lapangan

• Penyiapan bibit, 

kegiatan sipil teknis

sederhana

• Konstruksi Alat Pemecah

Ombak (APO)

• Penanaman P0

• Pemeliharaan tahun

berjalan *

• Pemeliharaan tahun

pertama (P1)*.

*: tergantung kebijakan

Model Pelaksanaan: 

Swakelola Memanfaatkan

Pokmas dan Penduduk

Sekitar

Sistem pembayan ac2ac

• Pembinaan, bimbingan

teknis, monitoring 

secara berkala

• Sistem Monitoring 

Penanaman Mangrove, 

berbasis spasial dan 

terintegrasi

• Pendampingan oleh 

• Evaluasi Keberhasilan

Penanaman

PASCA

• Pendampingan usaha

masyarakat

• Pemberdayaan

kelompok

• Kelompok mandiri dan 

sembada

• Program-program 

keberlanjutan yang 

terintegrasi

• Keaktifan Desa Mandiri

Peduli Mangrove



Konsep Perencanaan RURHL
(PP 26 Tahun 2020)

Rencana Tahunan RHL 

(RTnRHL)

Masukan (Input):

1. Rencana Kehutanan

2. RPDAS

3. Rencana Pengelolaan SDA

4. Rencana Tata Ruang

5. Peta Lahan Kritis

6. Peta Mangrove

7. Peta Cekungan Air Tanah

8. Peta Kekritisan Daerah Resapan

Disusun dan Ditetapkan

MENTERI

Muatan RU-RHL DAS:

1. Rencana Pemulihan Hutan dan Lahan

2. Pola Pelaksanaan Kegiatan RHL

3. Pengendalian Erosi & Sedimentasi

4. Pengembangan SD Air

5. Kelembagaan

6. Sosek

Masa Berlaku RU-RHL DAS

10 Tahun.

Review Ulang 

Setiap 5 Tahun

Informasi: Jenis Keg, Lokasi, Volume, 

Pembiayaan

Rencana Tahunan RHL Mengacu RU-RHL 

DAS berdasarkan hasil Pemetaaan Kapasitas 

Kelembagaan Skala tapak

Disusun setiap 1 Tahun sekali (T-1)

Rencana Umum RHL DAS 

(RURHL-DAS)

• RTnRHL Kawasan hutan disusun dan 

ditetapkan Menteri, kecuali Tahura oleh 

Gub/Bupati/walikota

• RTnRL disusun dan ditetpakan oleh Gub

Rancangan Kegiatan RHL 
T-1/T-0

Rancangan
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Cakupan RU RHL DAS

DAS

Ekosistem

Daratan

Dalam 
Kawasan 

Hutan

RHL Per-Fungsi 
Kawasan 

Luar Kawasan

RHL pada 
Kawasan 

Lindung dan 
Budidaya 

Ekosistem Mangrove- Sempadan 
Pantai

Mangrove

Dalam Kawasan 
Hutan

Luar Kawasan 
Hutan

Sempadan 
Pantai

Ekosistem 
Bergambut

Dalam 
Kawasan 

Hutan

RHL Per-Fungsi 
Kawasan Pada 

Kawasan 
LIndung

Luar Kawasan 
Hutan

RHL pada 
Kawasan 

Lindung dan 
Budidaya 



Kerangka pikir Penyusunan RU-RHL
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LAHAN KRITIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH 

(PROV/KAB/KOTA)

RENCANA PENGELOLAAN DAS 

TERPADU

RENCANA PENGELOLAAN SUMBER 

DAYA AIR

PERUMUSAN MASALAH UTAMA

HIDROLOGI LAHAN SOSIAL EKONOMI KELEMBAGAAN

- ORGANISASI

- SDM

- TATA HUBUNGAN KERJA

ANALISIS KELEMBAGAAN

DAYA DUKUNG

EKONOMI RENDAH

ANALISIS EKONOMI

PENURUNAN 

PRODUKTIVITAS

EROSI DAN SEDIMENTASI

IDENTIFIKASI TINGKAT 

BAHAYA EROSI

IDENTIFIKASI 

LAHAN KRITIS

KEKRITISAN AIR DAN 

RAWAN BENCANA 

IDENTIFIKASI KONDISI 

DAERAH RESAPAN & 

RAWAN BENCANA

TINGKAT KEKRITISAN

RENCANA UMUM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RU-RHL) DAS

Rencana Pemulihan 
Hutan dan Lahan

Pola Pelaksanaan 
Kegiatan RHL

Pengendalian Erosi & 
Sedimentasi

Pengembangan SD Air Pengembangan
Kelembagaan

Monitoring dan 
Evaluasi

RENCANA KEHUTANAN 

NASIONAL
MANGROVE



EKOSISTEM PRIORITAS PENANGANAN

EKOSISTEM DARATAN

1. Kategori Lahan Kritis, Daerah Resapan Kritis dan Rawan Bencana;

2. Katagori Lahan Kritis, Daerah Resapan Tidak Kritis, namum Rawan Bencana;

3. Kategori Lahan Kritis, Daerah Resapan Kritis, namun Tidak Rawan Bencana;

4. Kategori Lahan Tidak Kritis Namun Daerah Resapan Kritis dan Rawan Bencana;

5. Katagori Lahan tidak Kritis, Daerah Resapan Tidak Kritis, namum Rawan Bencana;’dan/atau

6. Katagori Lahan tidak Kritis, Daerah Resapan Kritis, namun tidak rawan Bencana;

EKOSISTEM MANGROVE

1. Lahan Terbuka/Tanah Timbul/Area abrasi;

2. Mangrove Jarang;

3. Tambak; dan/atau

4. Mangrove Sedang

EKSOSISTEM SEMPADAN 

PANTAI

1. Abrasi Peka dan atau

2. Abrasi Kurang Peka

EKSOSISTEM RAWA 

GAMBUT

1. Ekosistem gambut bekas areal terbakar, dengan kondisi gambut matang/safrik dan ketebalan

tanah gambutnya dangkal; dan/atau.

2. Ekosistem gambut bekas areal terbakar, dengan kondisi gambut setengah matang/hemik dan 

ketebalan tanah gambutnya dangkal.

(kirteria Kerusakan Mengacu Ke Peta Kerusakan Gambut dit Gambut)

PRIORITAS PENANGANAN RHL



Teknik Rehabilitasi Mangrove (Pola Penanaman)

Pola tanam murni

Pola tanam
tumpangsari tambak
(silvofishery/wanamina)

Pola pengkayaan tanaman
Pola penanaman
rumpun berjarak

AMA (Associated Mangrove Aquaculture)



Teknik Rehabilitasi Mangrove Silvofishery



Brazil  1,3 Juta Ha

Nigeria  1,1 Juta Ha

Australia  0,97 juta Ha

Bangladesh  0,2 Juta Ha



Kondisi Ekosistem Mangrove (Data PMN)

No.
Kelas Kerapatan

Tajuk
Luas (Ha) %

1 Mangrove Lebat 3.121.240 92,78

2 Mangrove Sedang 188.366 5,60

3 Mangrove Jarang 54.474 1,62

JUMLAH 3.364.080 100

No

.

Kelas Kerapatan

Tajuk
Luas (Ha) %

1 Area Terabrasi 4.129 0,55

2 Lahan Terbuka 55.889 7,39

3 Mangrove Terabrasi 8.200 1,08

4 Tambak 631.802 83,55

5 Tanah Timbul 56.162 7,43

JUMLAH 756.183 100
Indikasi sasaran RHL Mangrove semua kategori
mangrove: 
eksisting maupun potensi dengan pendekatan 3M
(Memulihkan, Meningkatkan, Mempertahankan)

PP 26/2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

EKSISTING POTENSI

Luas Mangrove (existing & potensi) = 4.120.263 Ha

Lanskap

130 unit

Sebaran Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) berdasarkan Pulau di 

Indonesia 

119 unit

Sebaran Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) Sasaran Rehabilitasi di 

Indonesia 

Update terakhir pada tahun 2021

Tahun 2022 dilakukan Kembali updating



Tata Kelola Lanskap Mangrove

• Tata kelola lanskap atau landscape

governance adalah aksi-aksi yang

terkoordinasi dan proses yang melibatkan

para pihak dalam pengelolaan unit landskap

(Enrici & Hubacek, 2016).

• Perlu koordinasi dalam mendorong

perencanaan makro, khususnya tata guna

lahan dan tata kelola hidrologi mangrove.

• Menjadi dasar pengelolaan lanskap yang

harmonis, baik dalam hal kebijakan ekonomi,

lingkungan dan sosial bagi para pihak.
Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) menjadi rujukan

Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PRM)



Sebaran Kesatuan Landskap Mangrove (KLM)

Definisi

Kesatuan Lanskap Mangrove (KLM) merupakan satu

unit pengelolaan mangrove yang secara fisik dibatasi

oleh kondisi geomorfologi yang di dalamnya terdapat

beberapa tipe ekologis mangrove yang mencerminkan

kondisi lingkungan yang lebih mikro, beserta sistem

sosial ekonomi yang berinteraksi dengan ekosistem

mangrove.

Secara spasial, KLM dipisahkan oleh sungai besar,

faktor geomorfologi atau batas ikonik yang lain. Pada

umumnya dalam satu KLM ada satu tipe mangrove

berdasar geomorfologinya (Delta, Estuarine, Muara

Sungai atau Pulau) dengan beberapa mosaik tipe

ekologis mangrove (river dominated, tide dominated

dan basin mangrove).
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IKN DAN LANDSCAPE TELUK BALIKPAPAN

1. Konektivitasi IKN

2. Mangrove Landscape Teluk Balikpapan

3. Data

4. Permasalahan Landscape Teluk Balikpapan

5. Konsep Taman Mangrove Teluk Balik*)



NO Kabupaten Kecamatan KSN Cluster RM

1 PPU Penajam Tel. Bpn

Waru Fringe Paser

Babulu Fringe Paser

Sepaku Tel. Bpn

2 Kota Balikpapan Balikpapan Barat Tel. Bpn

Balikpapan Utara Tel. Bpn

Balikpapan Timur Fringe Bpn

Balikpapan Kota Tel. Bpn

Balikpapan Tengah Tel. Bpn

Balikpapan Selatan Fringe Bpn

3 Kutai Kartanegara Samboja Fringe kukar

Muara Jawa Delta Mahakam

Loa Janan Daratan

Loa Kulu Daratan





Luas Mangrove Eksisting di 

Teluk Balikpapan
No Kabupaten Kecamatan Dalam Kawasan 

(Ha)

Luar

Kawasan (Ha)

Total

(Ha)

Hutan Produksi

1 Kota 

Balikpapan

Balikpapan Barat

48 1.760 1.808

Balikpapan Utara
0 119 119

Kota Balikpapan
48 1879 1.927

2 Penajam

Paser Utara

Penajam 0 4.953 4.953

Sepaku
2.889 3.609 6.498

Penajam Paser Utara
2.889 8.561 11.450

Total 2.937 10.440 13.377

*)Luas mangrove jarang 48 ha, sedang 151 ha dan lebat 13.178 ha  

“Perlu pengaturan yang kuat untuk pengelolaan mangrove karena

Sebagian besar berada di APL”



Luas Tambak di Teluk Balikpapan 

No Kabu-

paten 

Kecamatan Dalam

Kawasan 

(Ha)

Luar

Kawasan 

(Ha)

Total

(Ha)

1 Kota 

Balikpapan
Balikpapan 

Barat
0 28 28

Balikpapan 

Utara
0 4 4

Kota Balikpapan 0 32 32

2 Penajam

Paser

Utara

Penajam 0 247 247

Sepaku 80 69 149

Penajam Paser Utara 80 316 396

Total 80 348 428

“Terdapat tambak-tambak terlantar yang perlu segera direhabilitasi baik dengan perbaikan hidrologi dan/atau dengan

penanaman, dan integrasi yang lebih ekologis untuk memadukan tambak dan mangrove”



Deforestasi Mangrove
Sejak Tahun 1999 – 2018, luasan mangrove di Teluk Balikpapan mengalami pengurangan seluas

512 ha  (Clark Labs). Terutama terjadi di APL

1999 2014 2018
Mangrove: 16.764 ha

Tambak: 508 ha
Mangrove: 16.240 ha

Tambak: 679 ha

Mangrove: 16.252 ha

Tambak: 652 ha



Polusi (tumpahan minyak dan sampah)

Berdasarkan data  KKP, pada bulan April 2018 telah terjadi tumpahan minyak seluas

202.7 km² yang mengakibatkan rusaknya kondisi ekositem (air, perikanan, mangrove) 

Biaya perbaikan ekosistem diperkirakan lebih dari 900 milyar rupiah. 

Mangrove terlapis minyak

Ikan dan gastropoda mati

Tangkapan ikan sangat minim 

Sumber: KKP, 2018 

Warna air hitam pekat



“Karena sedikitnya jumlah Soneratia spp. 

dan Bruguiera spp. sebagai key food 

resources bekantan di mangrove, maka

rehabilitasi hendaknya diutamakan untuk

jenis-jenis tersebut”.

Sumber data: Toulec et al., 2020; 2021

Hilangnya Habitat Bekantan:



Peta Persebaran Irawaddy

Dolphin Tahun

2000 - 2015

Kreb et al., 2020

Bentuk-bentuk ancaman:

1. Unsustainable fishing, underwater noise 

caused by construction, particularly piling 

activities.

2. High phenol level within the Bay (2015)

3. Large-scale oil spill in 2018

4. Shipping traffic

5. Harbor construction 

Kreb et al., 2020





Tata Kelola Landskap Mangroves 
(Mangroves Landscape Governance) 

• Tata Kelola Lanskap atau landscape governance adalah aksi-
aksi yang terkoordinasi dan proses yang melibatkan para pihak
dalam pengelolaan unit lanskap (Enrici & Hubacek, 2016).
Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan:

1. Perumusan arah kebijakan dan target;

2. Pengembangan kerangka hukum melalui kebijakan/
aturan perundangan dan

3. Design kelembagaan.

Ketiga hal tersebut perlu dikoordinasikan dalam mendorong
perencanaan makro, khususnya tata guna lahan dan tata kelola
hidrologi mangroves. Menjadi dasar pengelolaan landskap yang 
harmonis, baik dalam hal kebijakan ekonomi, lingkungan dan 
sosial para pihak. 

B3



 Adanya ketidaksamaan definisi pengelolaan
ekosistem mangroves 

 Terdapat beberapa kebijakan turunan lintas
sektor yang berbeda

 Overlapping target pengelolaan
(peningkatan tutupan hutan mangroves 
dengan peningkatan budidaya tambak) 

 Minimnya peran pemerintah daerah akibat
ketidak harmonisan aturan pusat

 Ketidakjelasan status pengelolaan
masyarakat dan konflik tenurial. 

Dampak Pengelolaan Ekosistem Mangroves berbasis Sektor
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DOKUMENTASI KEGIATAN PENANAMAN 2021 DI KT SETIA KAWAN



DOKUMENTASI PROGRES KEGIATAN PENANAMAN 2022 DI KT SETIA KAWAN

PEMBUATAN DAN PEMANCANGAN AJIR PENGANGKUTAN BIBIT  

PENANAMAN  

Luas Penanaman 53 Ha

Di Desa Sotek

Pola Tanam: Intensif, 3.300 bt/ha
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1. Konsepsi TMTB

2. Pengaturasn Spasial TMTB

3. Assessment lokasi

4. Tahapan Pembangunan TMTB

Konsep Taman Mangrove Teluk Balikpapan





5. Aquaculture untuk keberlanjutan dan produktivitas







Action Plan: Perencanaan Makro

1. Perencanaan Landscape Mangrove  Teluk Balikpapan

2. Desain Kelembagaan pengelolaan mangrove Teluk Balikpapan

3. Desain Ecological Agro-aquaculture

4. Desain Smart Ecotourism

5. Desain Mangrove Center Tel. Balikpapan

Prinsip pengelolaan Mangrove Teluk Balikpapan

1. Tata Kelola Landscape : Integrasi biofisik dan system sosial

2. Pendekatan Ekosistem: setiap komponen saling terkait

3. Pengelolaan DAS Hulu Hilir

4. Perbaikan lingkungan dan kesejahteran/perekonomian

5. Sinergisitas

6. Keberlanjutan
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1. Renaksi PRM: Pemberdayaan Masyarakat

2. Kelembagaan (DMPM dan TRMD)

Tambahan Informasi



Kegiatan Pemberdayan Masyarakat

Kegiatan pemberdayan masyarakat di lokasi rehabilitasi mangrove antara lain:

1. Pengembangan ekowisata mangrove 2. Pengelolaan buah mangrove

3. Pengembangan usaha nelayan 4. Budidaya hasil laut dan tambak

WISATA ALAM MANGROVE

Kecenderungan meningkatnya

minat dan preferensi masyarakat

global maupun lokal untuk

menikmati barang dan jasa yang 

alami.

JASA KESEHATAN LINGKUNGAN

Pada daerah yang hutan
mangrovenya masih bagus, populasi
nyamuk vektor demam berdarah dan 
malaria dapat dikontrol oleh 
pemangsa alaminya sehingga tidak
sampai booming.



DESA MANDIRI PEDULI MANGROVE

PENDEKATAN BERBASIS PEMBANGUNAN PEDESAAN
Pelaksanaan rehabilitasi mangrove dilakukan berbasis masyarakat dan terintegrasi dengan pembangunan
pedesaan yang dilaksanakan melaluin pembentukandan pendampingan Desa Mandiri Peduli Mangrove

PENYIAPAN MASYARAKAT 
dalam pelaksanaan

rehabilitasi mangrove 

EDUKASI MENUJU 
PERUBAHAN PERILAKU 
pemanfaatan ekosistem

mangrove

PENGUATAN KELEMBAGAAN

desa, antar desa, dan supra desa

INTEGRASI dengan
pembangunanpedesaan untuk
KEBERLANJUTAN rehabilitasi
mangrove

1 3

2 4

Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) menjadi kerangka kerja BRGM dalam mengintegrasikan perlindungan dan pengelolaan
ekosistem mangrove secara berkelanjutan dalam satu kesatuan bentang alam dengan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
DMPM bertujuan memberi kontribusi pada ketahanan lingkungan, sosial dan ekonomi untuk meningkatkan Indeks Desa Membangun
(IDM)danpencapaian beberapa tujuandalam SDGsDesa.

Terbentuk: 220 
DMPM(2021)



KELEMBAGAAN 

TIM REHABILITASI MANGROVE DAERAH

(TRMD)



Peraturan Kepala Badan BRGM Nomor: P.7/KaBRGM/2021 
tentang Pedoman Pembentukan & Pelaksanaan TRG 

dan/atau TRMD

Perpres 120/2020
tentang BRGM

Dasar Hukum Pembentukan TRMD



Peraturan Kepala Badan BRGM Nomor: P.7/KaBRGM/2021
tentang Pedoman Pembentukan & Pelaksanaan TRG dan/atau TRMD

Tugas TRMD:

Mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas & fungsi

BRGM di daerah

Fungsi TRMD:

a. koordinasi penyusunan rencana rehabilitasi 

mangrove skala provinsi;

b. koordinasi dengan Pemda dan pihak terkait 

lainnya dalam pelaksanaan sosialisasi, edukasi, 

dan pemberdayaan masyarakat;

c. pemantauan program & kegiatan rehabilitasi 

mangrove yang dilakukan di wil. provinsi;

d. melakukan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi 

mangrove secara periodik minimal 2x setahun

TRMD dibentuk melalui

Keputusan Gubernur



Struktur TRMD

TRMD

Koordinator

Koordinator Bidang

Perencanaan, Monitoring, 

dan Evaluasi

Koordinator Bidang

Rehabilitasi Mangrove

Koordinator Bidang Edukasi

dan Sosialisasi, Partisipasi, 

dan Kemitraan

Koordinator Bidang

Pemberdayaan Masyarakat

Sekretariat

Koordinator

Bidang

KKMD yang telah terbentuk dapat berfungsi sebagai TRMD



Kerangka Kerja Rehabilitasi Ekosistem Mangrove 

Keterangan:

Faktor 
Penyebab/ 
Ancaman

Kegiatan 
Rehabilitasi

Kelas 
Perlakukan

Kondisi

MLU dengan vegetation 
cover (Jarang – Sedang)

MLU dengan vegetation 
cover (jarang)

Manusia Kebijakan
Alam (abrasi & 

Sedimentasi)

Reboisasi/

Penghijauan

Pemberdayaan 

Masyarakat

Sipil Teknis Penahan 

Abrasi dan Sedimentasi

Kordinasi dan Sinkronisasi 

Kebijakan

MeningkatkanMemulihkan Mempertahankan

MLU dengan vegetation 
cover (rapat)

MLU : Mangrove 

Land Unit



Thank You
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“Restore Peatland, Rehabilitate Mangrove,
for the Ecosystem and Livelihood”




